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Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani tingginya kasus child
marriage di India pada tahun 2014-2016. Berbagai dampak yang disebabkan child marriage
seperti memengaruhi psikis anak perempuan hingga kematian. Banyaknya dampak tersebut
menjadikan UNICEF memiliki peran penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari website resmi Organisasi
Internasional, artikel ilmiah, jurnal-jurnal terkait, laporan-laporan terpercaya, hingga penelitian
terdahulu. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF menggunakan Teori Peran
Organisasi Internasional yang diterapkan dalam perannya sebagai problem solving, collective art
mechanism, capacity building, dan aid provider. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan UNICEF
menggunakan Konsep Human Security yang diterapkan dalam bentuk personal security.

Kata Kunci: Child marriage, UNICEF, India, Teori Peran Organisasi Internasional, Konsep
Human Security.

Abstract

This study discusses the role of UNICEF in dealing with the high number of child marriage cases in
India in 2014-2016. Various impacts caused by child marriage such as affecting the psychology of
girls to death. These many impacts make UNICEF have an important role. This study uses a
qualitative method with secondary data collection techniques derived from the official website of the
International Organization, scientific articles, related journals, reliable reports, to previous research.
The conclusion of this study shows that UNICEF uses International Organizational Role Theory which
is applied in its role as problem solving, collective art mechanism, capacity building, and aid provider.
In addition, this study also shows that UNICEF uses the concept of Human Security which is applied
in the form of personal security.

Keywords: Child marriage, UNICEF, India, Theory of the Role of International Organizations,
Concept of Human Security.
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PENDAHULUAN

Tingginya tingkat pelanggaran
HAM di era globalisasi menjadikan
ini dari

penelitian tidak terlepas

pemaparan topik mengenai
pelanggaran HAM yang menjadikan
anak-anak sebagai korban, salah satu
contoh yaitu kasus pernikahan anak
dibawah umur (child marriage). Data
yang dikemukakan PBB berisi sebanyak
72.000.000 anak perempuan di dunia
pada tahun 2007 telah menikah di usia
dini, yakni berusia dibawah 18 tahun
(UNICEF, 2013). Selain itu, hasil survei
UNICEF pada tahun 2009 membuktikan
bahwa salah satu Kawasan di dunia
yang memiliki tingkat child marriage
tertinggi yakni Kawasan Asia Selatan

dengan persentase 46,8%

(UNICEF, 2013). Sedangkan salah satu

sebesar

negara di Kawasan Asia Selatan yang

termasuk dalam negara dengan

kategori memiliki  tingkat child

marriage tinggi yaitu Negara India
mencapai 40% (Fadlyana & Larasaty,
2009). Tidak hanya child marriage,
India memiliki

juga riwayat

pelanggaran HAM lainnya seperti

ancaman mengenai aspek kesehatan,

praktek-praktek budaya

yang

berbahaya, serta perdagangan anak.
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Riwayat tersebutlah yang menjadikan
Negara India termasuk dalam salah satu
negara dengan kategori negara
berbahaya bagi perempuan dan anak di
dunia (OHCHR, 2013).

Seperti yang telah diketahui,
bahwasannya anak merupakan karunia
dan amanah terbesar yang harus
dilindungi dan dijaga agar dapat
menjalani kehidupannya kelak dengan
baik. Anak yang masih berusia dibawah
umur seharusnya berfokus untuk
melanjutkan pendidikannya ke jenjang
yang lebih tinggi dengan gelar pelajar,
bukan sebaliknya yaitu berfokus untuk
memiliki keluarga dengan gelar istri
atau bahkan suami (Sagade, 2005).
Akan tetapi yang terjadi di India
merupakan hal sebaliknya, orang tua di
India memiliki keyakinan bahwa anak
yang menikah dini dapat memengaruhi
status perekonomian keluarga menjadi
lebih baik dan bahkan orang tua di India
tidak  memedulikan  konsekuensi-
konsekuensi yang dapat merugikan
anak tersebut (UNICEF, 2012). Adanya
ketidakpedulian dari orang tua di India
tersebut menjadikan anak-anak di India
merasa terpinggirkan, dan tidak jarang
anak-anak di India tidak memiliki

kesempatan untuk bersuara, berbicara,
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hingga  berpendapat pada saat daerah, hingga negara  sangat
pembuatan keputusan yang imbasnya memengaruhi dan bertanggung jawab
pun langsung kepada anak-anak akan pemeliharaan dan perawatan
tersebut (UNICEF, 2012). terhadap anak-anak di India.

Di India, perawatan anak Berbicara mengenai child
merupakan tanggung jawab dari marriage, child marriage memiliki arti

keluarga serta masyarakat, hal ini

didasari oleh sifat turun-temurun antar
India, belum

orang tua di yakni

sepenuhnya menyadari hak yang
seharusnya didapat oleh anak-anak
tersebut. Meskipun di India terkenal
dengan orang tua yang bersifat
patriakal dan mampu menjaga anak-

anaknya dengan baik, akan tetapi untuk

memprioritaskan hak-hak anaknya
tersebut belum dapat terlaksana
dengan optimal. Sehingga dapat

memengaruhi mental, psikologis, dan
emosional masing-masing anak. Tidak
hanya itu, ketidakpedulian orang tua
terhadap hak masing-masing anak
tersebut juga memberikan efek
samping dalam jangka panjang, bahkan
cenderung permanen. Dapat dikatakan
anak-anak di India tumbuh dengan
membawa pengaruh sejak ia kecil,
mulai dari pengaruh yang bersifat
positif maupun pengaruh yang bersifat
negatif. Maka dalam hal ini, peran orang

tua, masyarakat sekitar, pemerintah
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pernikahan dini yang
menyangkutpautkan anak-anak yang
usianya belum menginjak 18 tahun dan
dapat dikatakan belum matang secara
fisik maupun psikologis (Fadlyana &
2009).

Larasaty, Dampak

yang
diberikan child marriage antara lain: (1)

Status sosial (jauh dari keluarga dan

lingkungan  sosial); (2) Status
pendidikan (putus sekolah
mengakibatkan ilmu yang didapat

sangat kurang untuk menjadi bekal saat

berkeluarga); (3) Status kesehatan
(meningkatnya jumlah mortalitas pada

bayi, meningkatnya jumlah penderita

HIV/AIDS, meningkatnya  jumlah
komplikasi saat persalinan, serta
meningkatnya jumlah peluang

kematian dini); (4) Status ekonomi

(meningkatnya angka kemiskinan

negara yang disebabkan oleh semakin

meningkatnya jumlah angka
pengangguran); (5) Hingga
memunculkan berbagai macam
kekerasan, perbudakan, dan
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perdagangan anak. Pada tahun 2007
hingga 2010, tercatat bahwasannya
sebanyak 23.000.000 anak perempuan
di India menjalani pernikahan secara
paksa di usianya yang masih sangat dini,
sehingga dampaknya pun tidak hanya
berimbas

kepada  masing-masing

individu, melainkan pada keluarga,

masyarakat sekitar, serta negara

(Ministry of Women and Child
Development, 2013).

Munculnya child marriage di India
disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-
faktor tersebut diantaranya: (1) Masalah
perekonomian keluarga yang kurang
memadai merupakan salah satu faktor
terbesar penyebab orang tua di India
berlomba wuntuk menikahkan anak
perempuannya sedini mungkin dengan
pria yang telah mapan atau pria tersebut
berasal dari keluarga dengan
perekonomian yang lebih baik, hal inilah
yang menjadi salah satu landasan kaum

rendah kaum

(2)

perempuan yang dinilai tidak harus

pria  memandang

perempuan di India; Status

memiliki pendidikan

tidak

tinggi
menjadikannya mengetahui
bahaya apabila menjalani child marriage
di usianya yang masih dini, sehingga

dampak-dampak negatif seperti masalah
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reproduksi serta penyakit-penyakit
mematikan lainnya menjadi hal tabu dan
dapat mengakibatkan peluang kematian
lebih tinggi; (3) Sistem Pemerintahan
Sarasenic yang belum stabil menjadi
faktor kuat lainnya, seperti data yang
dikemukakan Child marriage in Southern
Asia menyatakan bahwa sebesar 40%
child marriage yang terjadi di India
disebabkan oleh  adanya  sistem
Pemerintahan Sarasenic yang dikenal
dengan  keotoriterannya, sehingga
menyebabkan bergantinya peran orang
tua di India yang harusnya mendidik
anak mereka berubah menjadi berlomba
untuk  segera  menikahkan anak
perempuannya sedini mungkin; serta (4)
Kepercayaan dan budaya di India yang
masih kental yaitu menikahkan anaknya
sedini mungkin sebelum masa pubertas
tiba, karena terdapat kepercayaan
bahwasannya apabila menikah setelah
masa pubertas maka para orang tua akan
menanggung dosa anak tersebut yang
besarnya sama dengan dosa membunuh
orang.

Tingginya kasus child marriage di
India tersebut menjadikan Pemerintah
menentukan dan

India segera

mengambil  tindakan agar  anak

perempuan di India dapat terbebas dari
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beban pernikahan dini

dan dapat

kembali mendapatkan haknya sekaligus

dapat merubah pola pikir masyarakat

India (UNICEF India, 2013). Hal tersebut

tertuang dalam Tabel 1.1

yang

menunjukkan peran Pemerintah India.

Tabel 1.1 Peran Pemerintah India Terhadap

Tingginya Kasus Child Marriage di India

Beti Bachao, Beti
Padhao (BBBP)

-Meminimalisir
ketidaksetaraan gender.
-Meminimalisir adanya aborsi

dini.

Sarva Shiksha Abhiyan
(S54)

-Pembebasan biaya pendidikan
dasar yang mewajibkan anak-
anak berusia 6-14 tahun untuk

melanjutkan pendidikan.

Kebijakan

Pemerintah India

Penjelasan

Rajiv Gandhi Scheme

-Menginformasikan dampak-

for Empowerment of dampak kesehatan akibat child

Adolescent Girls - marriage.

SABLA

Bal Vivah Virodh -Larangan program-program

Abhiyan terkait child marriage.

Dhanalakshmi -Dana asuransi yang
dikhususkan untuk anak - anak
di India.

The Compulsory -Kebijakan wajib mendaftarkan

Registration of

Marriages Act

pernikahannya maksimal 10

hari sebelum hari pernikahan.

Rashtriya Kishor
Swasthya Karyakram
(RKSK)

-Peningkatan terkait siap siaga
kelahiran, komplikasi, dan juga
peningkatan dukungan terhadap
anak-anak usia dini yang telah

memiliki keturunan.
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Sumber: (UNICEF India, 2013)

Akan tetapi peran yang dilakukan
Pemerintah India tersebut seringkali
tidak diperhatikan dan kurang mendapat
simpati dari masyarakat India, sehingga
hasilnya pun kurang menunjukkan
perubahan yang signifikan. Hal tersebut
terjadi karena terhambat oleh adanya
kepercayaan dan budaya masyarakat
turun-temurun

India secara

yang
menjadikan child marriage hal yang
lazim untuk dilakukan (UNPFA, 2005).
Kurang optimalnya peran Pemerintah

India tersebut, menjadikan perlunya

peran pengganti seperti peran

Organisasi Internasional atau dalam hal
ini UNICEF wuntuk dapat segera
meminimalisir tingginya angka child
marriage yang terjadi di India, terutama
pada tahun 2014-2016 tersebut. UNICEF
merupakan Organisasi Internasional
yang berada dibawah naungan PBB yang
bertugas untuk menjaga, merawat, dan
hak serta

melindungi setiap anak
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memenuhi potensinya sejak kecil hingga

remaja (UNICEF, Tanpa Tahun). Selain

itu, UNICEF juga telah mengajak
Pemerintah India dan pihak-pihak
terkait untuk bersama-sama

menyatukan visi misi agar tingginya
angka child marriage yang terjadi di India

dapat segera ditekan.

Latar belakang tersebut
memunculkan suatu pertanyaan yang
kemudian dijadikan sebagai rumusan
masalah pada penelitian ini,

UNICEF Dalam

yakni
“Bagaimana Peran
Menangani Child Marriage di India Pada
Tahun 2014-20167?”. Dalam hal ini,
UNICEF memiliki andil yang cukup besar,
sehingga pada penelitian ini penulis akan
memaparkan secara singkat mengenai
upaya yang dilakukan UNICEF melalui
peran-perannya dalam  menangani
peningkatan jumlah kasus child marriage
yang terjadi di India, khususnya pada
jangka waktu tahun 2014 hingga 2016.
Jangkauan waktu tersebut berdasarkan
pada kerangka kerja UNICEF dalam
mengembangkan strategi percepatan
penghapusan child marriage di India
tahun 2014-2016. Selain itu, pada
jangkauan waktu tersebut terdapat

peningkatan peran yang dilakukan
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UNICEF untuk mendukung dan juga lebih
mengembangkan berbagai program yang
telah disesuaikan dengan alur kebijakan
dari Pemerintah India, sehingga peranan
UNICEF tersebut masih sesuai dengan
aturan-aturan yang berlaku di Negara

India.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis lebih dalam
terkait peran UNICEF dalam menangani
child marriage di India, penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data
data)

sekunder (secondary

yang

bersumber dari website resmi

Organisasi Internasional, artikel ilmiah,
jurnal-jurnal terkait, laporan-laporan
terpercaya, hingga penelitian terdahulu.
Sedangkan teknik analisa data pada
penelitian ini menggunakan teknik
analisis data kualitatif, karena penulis
menganalisis data-data empiris yang
diperoleh yang kemudian analisis

tersebut dilakukan untuk menarik

kesimpulan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Peran Organisasi Internasional
Penelitian ini menggunakan teori

peran Organisasi Internasional dan

konsep human security. Menurut Pease,

memiliki

Organisasi Internasional
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peranan-peranan tertentu

yang
fungsinya telah disesuaikan dengan sifat
dasar dan prinsip dari Organisasi
Internasional itu sendiri (Pease, 2002).
Peran-peran tersebut terdiri dari: (1)
Sebagai problem solving (membantu

menyelesaikan  permasalahan

yang
dihadapi negara); (2) Sebagai collective

art mechanism (membantu
mengembangkan serta memajukan
perekonomian dan kesejahteraan

global); (3) Sebagai capacity building
(meningkatkan dan mengembangkan
kemampuannya dalam menanggulangi
permasalahan yang sedang terjadi); (4)
Sebagai common global market (menjadi
wadah serta alat antar negara dalam
pasar global); serta (5) Sebagai aid
provider (memberikan bantuan kepada
para korban yang terkena dampak suatu
permasalahan global). Dalam penelitian
ini, Organisasi Internasional (UNICEF)
menduduki empat dari kelima peran
tersebut, yakni peran sebagai problem
art mechanism,

solving,  collective

capacity building, serta aid provider.

Peran UNICEF sebagai problem
solving tercantum pada perannya dalam
memperbaharui peran Pemerintah India

yang kurang menunjukkan hasil serta
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respon positif dari masyarakat India
terkait penanganan tingginya kasus child
marriage di India. Peran tersebut
berbentuk ajakan terhadap aktor-aktor
penting terkait child marriage di India,
seperti orang tua, Pemerintah India,
guru, panchayat members, pemerintah
daerah, hingga media. Melalui peran
UNICEF sebagai problem solving,
menjadikan aktor-aktor terkait child
merubah arah

kebijakan The

marriage di India

kebijakannya. Seperti
Compulsory Registration of Marriages Act
atau kebijakan terkait kewajiban untuk
mendaftarkan pernikahan maksimal 10 hari
sebelum hari pernikahan agar persyaratan-
telah

persyaratan ditetapkan

yang
pemerintah dapat dipenuhi, salah satunya
memenuhi usia minimum calon pengantin
(usia 18 tahun untuk calon pengantin
perempuan dan usia 21 tahun untuk calon
pengantin  laki-laki).  Hal tersebut
dilakukan yang

dilakukan UNICEF dapat optimal dan

agar penanganan
efektif, sehingga anak-anak di India
dapat segera kembali mendapatkan

haknya dan menikmati masa

pertumbuhannya dengan baik.

Peran selanjutnya yaitu UNICEF
sebagai collective art mechanism atau

keterlibatan UNICEF dalam pemberian
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insentif kepada masyarakat India agar
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasar (Pease, 2002). Upaya yang
dilakukan UNICEF yaitu menciptakan
skema insentif Sukanya Samriddhi yang
fungsinya mendorong orang tua di India
agar memiliki tabungan darurat untuk
pernikahan

membiayai  keperluan

anaknya di masa mendatang. Pada
insentif ini, UNICEF menyumbang dana
yang cukup besar untuk masing-masing
keluarga yang ikut serta, sehingga dapat
dikatakan UNICEF memiliki kewenangan
didalamnya.

cukup besar Dengan

kewenangan ada tersebut,

yang
menjadikan UNICEF memiliki hak untuk
dapat menetapkan syarat-syarat dalam
skema insentif Sukanya Samriddhi, salah
satunya yaitu UNICEF menetapkan
syarat usia minimum anak perempuan
yang akan menikah menggunakan dana
dari insentif ini wajib menginjakkan usia
18 tahun. Hal tersebut dilakukan agar
dapat mengubah fokus orang tua di India

yang semula hanya berfokus untuk

menikahkan anaknya sedini mungkin,

berubah menjadi berfokus untuk
pertumbuhan dan  perkembangan
anaknya.
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Peran yang ketiga yaitu UNICEF
sebagai capacity building, dalam peran
ini UNICEF secara berkala meningkatkan
dan mengembangkan kemampuannya
dalam menangani permasalahan yang
terjadi di India. Peningkatan peran
tersebut dapat dilihat dari upaya UNICEF
untuk merutinkan kegiatan sosialisasi
serta pelatihan-pelatihan yang berkaitan
dengan pencegahan child marriage di
India. Selain itu, UNICEF juga berupaya
untuk memperkuat komunikasi
terhadap masyarakat di India melalui
sarana televisi. Hal ini didasari dengan
penilaian UNICEF terhadap sarana
televisi yakni sarana televisi memiliki
pengaruh yang cukup besar terhadap
kehidupan masyarakat di India (UNICEF,

2019).

Peran selanjutnya yaitu UNICEF
sebagai aid provider yang diwujudkan
dalam bentuk bantuan luar negeri.
Bantuan luar negeri diartikan sebagai
bentuk bantuan yang diberikan negara
lain atau lembaga internasional yang
tujuannya untuk membantu negara yang
sedang berkonflik atau mengalami
permasalahan berkepanjangan (White,
1974). Bantuan luar negeri terdiri dari

dua kategori, yaitu humanitarian aid dan
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development aid. Perbedaan keduanya
terletak pada jangkauan waktu pada saat
pemberian bantuan, yakni humanitarian
aid diberikan sebagai bentuk tanggapan
terhadap permasalahan darurat seperti
krisis negara dan bencana alam, sehingga
dalam hal ini humanitarian aid diberikan
pada saat-saat keadaan darurat yang
sifatnya tidak dalam jangka panjang
(sementara), sedangkan development aid
diberikan untuk menanggulangi
permasalahan dalam berbagai bidang
seperti sosial, politik, lingkungan, serta
ekonomi (Resteghini, 2016). Sehingga
pada penelitian ini, aid provider yang
diberikan UNICEF termasuk dalam

development aid.

Development aid dapat bersifat
sebagai bilateral atau multilateral. Dapat
bersifat bilateral apabila bantuan yang
diberikan dari negara pendonor (negara
maju) langsung tertuju dan diterima oleh
negara penerima (negara berkembang),
sedangkan bersifat multilateral apabila

bantuan diberikan

yang

pendonor (negara maju) tidak langsung

negara

tertuju kepada negara penerima (negara

berkembang) karena harus melalui
perantara seperti Organisasi
Internasional atau  World  Bank.
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Penelitian ini merujuk pada development
aid yang bersifat multilateral karena
melibatkan peran UNICEF sebagai
Organisasi Internasional yang berperan
memberikan aid provider. Development
aid yang diberikan UNICEF berupa
menyediakan tenaga ahli dalam bidang-
yang dibutuhkan oleh

masyarakat India. Dalam hal ini, UNICEF

bidang

menyediakan tenaga ahli dalam bidang
pendidikan yang dibuktikan dengan
penyediaan  guru-guru bersertifikat
mengajar dan UNICEF juga berkolaborasi
dengan Pemerintah India dengan melalui
Kementerian Pendidikan India untuk
bersama-sama menyiptakan program the
National Programme for Education of Girls
at Elementary Level (NPEGEL School)
atau program pendidikan tingkat Sekolah
Dasar yang dikhususkan untuk anak
perempuan di India yang putus sekolah
(FCDO, 2020). Selain itu, UNICEF juga
membebaskan biaya pendidikan serta
menyediakan fasilitas penunjang sekolah
dan

seperti buku, seragam, alat tulis,

sebagainya ( (FCDO, 2020).

Selain bidang pendidikan, UNICEF
juga menyediakan tenaga ahli dalam bidang
sosial yang dibuktikan dengan penyediaan
para pemimpin agama. Hal ini ditujukan

untuk membentuk tanggung jawab dalam
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diri masing-masing individu. Sebagai

pedoman  terkait kerohanian  untuk
memperbaiki diri, sebagai orang ketiga
dalam menginformasikan mengenai nilai-
nilai sosial, serta sebagai srana mediasi
apabila terdapat internal keluarga yang

berselisih (UNICEF, 2012).

Dan terakhir, UNICEF
menyediakan tenaga ahli dalam bidang
kesehatan yang direalisasikan melalui
sama Kementerian

kerja dengan

Kesehatan India yakni menciptakan
program [Integrated Child Protection
Scheme (ICPS) atau menyediakan fasilitas

rumah sakit yang memadai, menyediakan

berbagai macam  obat-obatan, serta
meningkatkan kualitas kerja tenaga ahli di
bidang kesehatan seperti dokter dan

perawat yang telah profesional. Selain itu,
Child
UNICEF

melalui  program  Integrated

Protection Scheme (ICPS)

berupaya untuk merutinkan sosialisasi
terkait bahaya dari child marriage serta tata

cara pencegahannya (FCDO, 2020).

Konsep Human Security

Penelitian ini membahas mengenai
salah satu kasus pelanggaran HAM yakni
child marriage di India, sehingga dalam
ini

penelitian menggunakan Kkonsep

human security sebagai bentuk respon
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suatu negara memperkuat keamanan
negaranya. Selain itu, karena tingginya
angka kasus pelanggaran HAM di dunia,
PBB memperluas fokus human security
yang semula berfokus pada keamanan
suatu negara berubah menjadi berfokus
atau

pada keamanan

individu (OECD, Tanpa Tahun).

masyarakat

Lebih jauh, human security
memiliki tujuh komponen penting
yang masing-masingnya telah
berfokus pada berbagai aspek.
Komponen-komponen tersebut
seperti yang tercantum dalam

Gambar 1.2 sebagai berikut.

Gambar 1.2 Komponen Human

Security

HUMAN
SECURITY

eeeeee

nvironmen

Sumber: (Akhmady, 2020)

Berdasarkan Gambar 1.2 tersebut,

human security terbagi menjadi tujuh
komponen diantaranya: (1) Economic
security (kemudahan dalam memenuhi
kebutuhan hidup,

serta mengatasi
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pengangguran dan kemiskinan); (2) Food
security (kemudahan dalam mengakses
pangan); (3) Health security (kemudahan
dalam mendapatkan layanan kesehatan);
(4) Environmental security (kemudahan
dalam mengakses air dan udara bersih,
bencana alam, serta terhindar dari
pencemaran lingkungan); (5) Personal
(perlindungan

security terhadap

ancaman fisik, seperti kriminalitas,
korban perang, penggunaan obat-obatan
yang dilarang, kecelakaan lalu lintas,

(6)

Community security (melestarikan tradisi

hingga kekerasan domestik);
budaya dan identitas daerah); serta (7)
Political security (terbebas dari tekanan
kediktatoran dan

HAM).

politik, militer,

ketidakadilan Dari ketujuh

komponen tersebut, penelitian ini

termasuk dalam aspek ancaman

komponen personal security yang

didasari dari banyaknya dampak

pelanggaran HAM yang menyerang

psikis individu (perempuan) di India.

Berbicara mengenai personal

security, personal security merupakan
suatu bentuk kebebasan dari merasa
takut terhadap ancaman-ancaman yang
diberikan luar

oleh dunia kepada

masing-masing individu, hal tersebut
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tidak hanya sebagai bentuk bertahan
hidup melainkan juga sebagai bentuk
martabat dan kesejahteraan sebagai
manusia (Akhmady, 2020). Tingginya
HAM

pelanggaran seringkali

berdasarkan pada stereotype
bahwasannya perempuan lebih lemah
dibandingkan laki-laki (MacFarlane &
Khong, 2006). Sehingga pada penelitian
ini, UNICEF berupaya untuk
meningkatkan serta mengembangkan
kembali potensi anak perempuan di

India melalui program Mahila Samakhya.

Melalui program Mahila
Samakhya, anak perempuan di India
dapat kembali memiliki kepercayaan diri
yang kemudian dapat dijadikannya
sebagai alat untuk bertukar pengalaman
dan aspirasi masing-masing, terbukti
anak-anak perempuan di India tersebut
membentuk kelompok Kishori Manchas
(India, 2011). Selain itu, melalui program
Mahila terdapat

Samakhya ini,

peningkatan jumlah anggota latihan
pertahanan diri (taekwondo dan karate)

dan uji tunjuk bakat (UNICEF, 2019).

SIMPULAN
Tingginya angka child marriage di
India yang merupakan salah satu bentuk

pelanggaran HAM yang menimpa anak
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perempuan di India, menjadikan UNICEF
berperan penting dalam memperbaharui
serta meningkatkan peran yang telah
disesuaikan dengan alur kebijakan
Pemerintah India sebelumnya. Peran-
peran tersebut diantaranya: (1) Problem
dalam

solving diterapkan

yang
memperbaharui peran Pemerintah India
dengan cara mengajak aktor-aktor
penting terkait permasalahan HAM
seperti panchayat, Pemerintah India,
guru, pemerintah daerah, orang tua,
hingga media untuk menangani kasus
India.

kebijakan

child marriage di dengan

memperbaharui The
Compulsory Registration of Marriages Act
menjadikan adanya peningkatan jumlah
anak perempuan yang bergabung
kembali ke sekolah, yakni sebanyak
kurang lebih 1,4 juta anak. Semangat
dalam

anak-anak di India

tinggi
mengemban pendidikan menjadikannya
sebagai bukti bahwa peran UNICEF
sebagai problem solving dinilai efektif
dalam meminimalisir tingginya kasus
child marriage di India; (2) Collective art
mechanism yang diterapkan dalam
pemberian insentif untuk memenubhi
kebutuhan dasar dengan menciptakan

skema insentif Sukanya Samriddhi yang

mendorong para orang tua untuk
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memiliki dana tabungan darurat untuk

pernikahan anaknya kelak. Melalui
skema insentif Sukanya Samriddhi,
UNICEF berhasil meningkatkan

persentase sebanyak 10% atau sekitar
2,1 juta anak perempuan di India untuk
kembali mendapatkan hak-haknya; (3)
Capacity building yang ditujukan untuk
dan

meningkatkan mengembangkan

kemampuan internal dalam
menanggulangi permasalahan, melalui
cara merutinkan kegiatan sosialiasi dan

pelatihan-pelatihan berkaitan

yang
dengan kasus child marriage di India
serta memperkuat komunikasi terhadap
masyarakat India melalui sarana televisi;
serta (4) Aid provider yang diterapkan
dalam  development aid  melalui
penyediaan tenaga ahli dalam bidang
pendidikan (guru bersertifikat
mengajar), bidang sosial (para pemimpin
agama), serta bidang kesehatan (dokter
dan perawat profesional). Peran-peran
UNICEF tersebut berdasarkan pada
fokus UNICEF yaitu melindungi hak anak
dan perempuan, sehingga penelitian ini
berkaitan erat dengan konsep human
security, khususnya personal security.
Penerapan

dilakukan UNICEF dapat dilihat dari

personal  security  yang

terciptanya program Mahila Samakhya
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agar anak perempuan di India dapat
kembali memiliki kepercayaan diri dan
terbukti adanya peningkatan jumlah
anggota latihan pertahanan diri (seperti
taekwondo dan karate) serta uji tunjuk

bakat.

Peran UNICEF sebagai problem

solving,  collective art mechanism,

capacity building, aid provider, serta
human security, terbukti efektif dalam
meminimalisir kasus child marriage di
India pada tahun 2014-2016 yang
dibuktikan dengan adanya perubahan

fokus pada anak-anak di India.
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